
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1713, 2017 KEMENKUMHAM. Pembentukan PERMEN. 

Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN 

PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan 

pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan 

organisasi, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan 

Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan 

Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1474); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 30 TAHUN 2015 

TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN 

MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK 

ASASI MANUSIA. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1474), diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan 

Peraturan Menteri yang mencakup tahapan 

perencanaan, penyusunan, penetapan, dan 

pengundangan. 

2. Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah 

instrumen perencanaan program pembentukan 

Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun secara 

terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia.  

4. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

5. Biro Perencanaan adalah Biro Perencanaan pada 

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia.  

6. Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon I yang 

mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan 

Menteri. 
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7. E-Status adalah program pemantauan dalam 

tahapan Pembentukan Peraturan Menteri di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

 

2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, 

yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VA 

E-STATUS 

 

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 16A 

(1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Menteri 

harus dicantumkan dalam E-Status. 

(2) Pencantuman E-Status sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. penyampaian data informasi pada tahap 

perencanaan oleh Sekretaris Jenderal melalui 

Kepala Biro Perencanaan; 

b. penyampaian data informasi pada tahap 

penyusunan oleh Pemrakarsa; dan 

c. penyampaian data dan informasi pada tahap 

penyelarasan dan pengundangan oleh Direktur 

Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.1713 
-5- 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 13 November 2017 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

       YASONNA H. LAOLY  

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 29 November 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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